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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian 

Yang Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau 

adalah belum berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang 

Melakukan Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, untuk 

menjelaskan hambatan dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan 

penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tersebut. Metode yang dipergunakan adalah 

penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder,dan 

data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode 

kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif 

dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan 

Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus 

menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang 

melakukan pungutan liar belum berjalan sebagaiman mestinya, ini dikarenakan dalam 

mengungkap pelanggaran disiplin terhadap pungutan liar ini susah dibuktikan karena 

masyarakat yang sendiri tidak memberitahukan kepada pihak Propam dan anggapan 

masyarakat sendiri bahwa untuk urusannya agar lebih dipermudah, dalam melakukan 

pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin terhadap anggota Kepolisian yang 

melakukan pungutan liar atas dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan 

Paminal dan laporan masyarakat.. Hambatan yang muncul yaitu masyarakat tidak 

mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap anggota Kepolisian 

Daerah Riau yang melakukan pungutan liar ini, tidak adanya sanksi yang tegas yang 

memberikan efek jera terhadap pelanggar, tidak adanya sosialisasi terhadap anggota 

Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan Peraturan dan tidak adanya keinginan 

dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan 

tersebut. Dengan upaya harus berani membuat laporan pengaduan apabila oknum 

Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menjadi saksi untuk memberikan 

keterangan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar ini, 

memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap pelanggar, 

melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota Kepolisian dalam menjalankan 

Peraturan tersebut dengan mengadakan seminar-seminar supaya adanya keinginan 

dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan tersebut. 

 

Kata Kunci : Penegakan, Kepolisian, Pungutan, Liar. 



1 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat bersatu dan berkedaulatan 

rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan bersahabat. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pemerintah membentuk jawatan Kepolisian Negara 

yang berada di bawah Departemen Luar Negeri, pada tanggal 1 Juli 1946  Kepolisian 

kemudian ditempatkan secara langsung dibawah tanggung jawab Perdana Menteri 

agar kepolisian menjadi alat Negara yang independen dan bebas dari pengaruh politik 

pihak lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dimiliterisasikan dan 

diintegrasikan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 

kelembagaan Kepolisian memperoleh kembali independensinya pada masa reformasi, 

meskipun status Polri banyak mengalami perubahan namun identitas Polri tetap tidak 

berubah yakni sebagai alat Negara penegak hukum. Anggota Polri dalam mencegah, 

menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan sering kali mendapat 

kritikan dari masyarakat, karena anggota Polri dinilai melakukan tindakan yang 

berlebihan.
1
 

                                                 
1
 Dirjen Dikti Depdikbud, Bahan Penataran dan Referensi Penataran, (Jakarta : Aksara, 2013),  

hlm. 2. 
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Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan 

melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh perilaku 

terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditengah masyarakat. 

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa 

terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin 

pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan 

penyalahgunaan wewenang. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai 

Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang 

meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun 

kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku 

setiap anggota Polri.
2
 

Disiplin Kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-

tugas mereka sehingga mereka dinilai oleh umum sebagai petugas 

profesional.’’Selanjutnya, dalam tulisan ini yang akan dijelaskan ialah mengenai 

profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan 

sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau tidak 

becus.’’Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung utama bagi 

                                                 
2
 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Jakarta : Gramedia Widyasarana, 2004), hlm. 12. 
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terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang yaitu bahwa orang 

tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-

tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin.’’Dalam 

organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi 

tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturanetika yang diberlakukan bagi anggota-

anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka.’’Disiplin Polri dibuat agar tugastugas 

dari anggota-anggotaoganisasi tersebut dijamin profesionalismenya.’’Acuan bagi 

pembuatan disiplin Polri sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai 

budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatannya.
3
 

Pungli atau pungutan liar merupakan kejahatan yang kerap terjadi.’’Pungutan 

liar merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan 

atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.’’Maka 

dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa 

oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek 

kejahatan atau tingkah perilaku jahat. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut 

pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara 

etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta 

uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.
4
 

Pungutan liar atau yang dalam masyarakat awam Indonesia dikenal dengan 

sebutan pungli, merupakan tingkah yang sangat merugikan bagi pihak korban yang 

                                                 
3
 Ibid., hlm. 13. 

4 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 2012), hlm. 240. 
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diklasifikasikan dalam kejahatan terhadap norma hukum. Hal ini tentu tidak boleh 

dibiarkan terus lanjut berlarut-larut. Maka,walaupun pelakunya oknum polisi jika 

mereka melakukan tindak perilaku jahat harus ditindak tegas.’Pungutan liar 

merupakan tingkah yang dibuat oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat 

Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak 

berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
5
 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Kode EtikProfesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

tercantum dalam pasal 12 huruf (d) menjelaskan setiap pejabat polri dalam etika 

kemasyarakatan dilarang mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan 

maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan 

pelayanan masyarakat. 

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau banyaknya terjadi pungutan liar 

yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Lalu Lintas terdiri dari kasus pungutan liar 

pengujian kendaraan bermotor dan pembuatan Surat Izin Mengemudi dengan dasar 

pertimbangan bahwa upaya memberantas pungutan liar oleh instansi-instansi penegak 

hukum selama ini berjalan sendiri-sendiri, tidak ada gerakan serentak dan serius 

untuk memeranginya. Kasus pungutan liar yang terjadi, tidak banyak yang terangkat 

atau diproses. Fungsi dan peranan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) 

dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan 

memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan penegakan Kode 

                                                 
5
 Ibid., hlm. 241. 
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Etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi 

seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat 

didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam. 

Sebagai aparatur pemerintahan, anggota Polri dalam melaksanakan kerjanya tidak 

hanya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah 

kewenangan, tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan 

kewenangan tersebut. Disamping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan 

perundang-undangan, maka Polri memiliki sejumlah diskresi kepolisian dalam 

melaksanakan tugas. 

Oleh karena itu dari berbagai macam persoalan diatas dan untuk membuktikan 

dugaan-dugaan yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

yang di beri judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang 

Melakukan Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode 

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian 

Daerah Riau”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan 

pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau? 

2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang 

melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Riau? 

3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum 

terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik 

Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah 

Hukum Kepolisian Daerah Riau? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang 

melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan 

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah 

Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota 

Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum 

terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang hukum 

pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota 

Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

b. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 

program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 

Fakultas tempat penulis kuliah. 

c. Sebagai acuan bagi rekan sesama mahasiswa atau pembaca yang hendak 

melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan penelitian 

selanjutnya. 
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D. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit 

dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aperatur 

penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum 

berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila 

diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya 

paksa.
6
 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai 

keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang 

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai 

proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. 

Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam 

                                                 
6
 Muhammad Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 

19. 
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peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 

dijalankan.
7
 

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada 

proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan 

menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian 

tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral 

penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai 

yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan 

perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik.
8
 

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai 

unsur sebagai berikut:
9
 

1. Peraturan sendiri. 

2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan. 

3. Aktivitas birokrasi pelaksana. 

4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut 

menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas 

menjalankan apa yang menjadi bagiannya. 

Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi 

juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus 

                                                 
7
 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta : 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24. 
8
 Ibid., hlm. 26. 

9
 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23. 
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ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat 

syarat yaitu:
10

 

1. Adanya aturan. 

2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu. 

3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. 

4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan 

didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-

unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.
11

 

Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan 

dan kepastian hukum didalaamnya dijamin hak azazi manusia setiap warga 

mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. 

Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-

hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya 

pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azazi manusia diperlukan aturan 

hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu 

                                                 
10

 Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), 

hlm. 9. 
11

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 5. 
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perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang ada.
12

 

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang 

bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang 

dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan 

salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah 

kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.
13

 

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali 

temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak 

dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita 

hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, 

cita politik dan tujuan negara.
14

 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan 

bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu 

adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan 

individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. 

Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa 

                                                 
12

 Subekti, Kasus Hukum, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84. 
13

 Bismar Siregar, Rasa Keadilan, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16. 
14

 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7. 
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tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang 

menyatakan kepastian hukum.
15

 Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh 

alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian 

memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum yang tujuan norma 

hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan 

perlindungan terhadap manusia dan miliknya.
16

 

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan 

setiap individu yang tergabung didalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat 

menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan 

ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan 

pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi 

perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan 

kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat.
17

 

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan 

kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum 

mneyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan 

                                                 
15

 H.A.W Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 15. 
16

 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43. 
17

 Edy Suhardono. Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya, Jakarta:Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), hlm. 15. 
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minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.
18

 

Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai 

yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantanan, dimana manusia merasa 

aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang 

rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan 

eksistensial yang kolektif. Dari pada mengunakan kebebasan semata-mata untuk 

terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah 

lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi 

pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif. 

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa 

German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum 

adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.
19

 Hukum dapat 

mempertahankan “perdamaian” (atau “tertib hukum” itu) hanya jika dia berhasil 

menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak 

bertentangan satu sama lain.
20

 Artinya, tertib hukum itu hanya bisa ditegakkan, jika 

dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib 

itu, karena dimana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia 

yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-

bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja 

sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya. 

                                                 
18

 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122. 
19

 Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20. 
20

 Ibid, hlm. 21. 
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Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. 

Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik common law maupun civil 

law. Dalam sistem hukum common law asas ketertiban umum dikenal dengan istilah 

public policy, sedangkan dalam sistem hukum civil law dikenal dengan isitilah ordre 

public, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang 

asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda openbare orde, vorbehaltklausel 

dalam bahasa Jerman, ordine publico dalam bahasa Italia dan orden publico dalam 

bahasa spanyol.
21

 

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban 

umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib 

hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat 

sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang 

keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan misalnya pemerintah 

yang otoriter dan lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk 

kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat. Setiap Peraturan 

dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan ius constituendum. 

Yang dimaksud dengan ius constituendum adalah kaidah-kaidah sebagaimana 

Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara.
22

 

 

 

 

                                                 
21

 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung : Alumni, 2014), hlm. 

3. 
22

 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu 

metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah 

yang ada dan menganalisis pokok permasalahan. 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang 

membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat 

dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang 

melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Riau. Selain itu bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian 

yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian 

diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat 

dan mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada 

masyarakat.
23

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kepolisian Daerah Riau 

dengan alasan bahwa berdasarkan informasi yang diberikan Propam terdapat 

Kepolisian yang melakukan pungutan liar. 

                                                 
23 Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 

2022. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi 

penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada 

tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang 

ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan 

yang akan menjadi objek penelitiannya.
24

 Maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang. 

2. Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 

orang. 

3. Kepala Subbidang Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 

1 orang. 

4. Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian 

Daerah Riau sebanyak 1 orang 

5. Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Disiplin Berupa 

Pungutan Liar sebanyak 13 orang. 

b. Sampel 

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk 

menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan 

dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan 

                                                 
24

 Ibid., hlm 12. 
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diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan 

peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : 

1) Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan 

metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah 

populasi yang ada.
25

 

2) Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 

orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel 

berdasarkan jumlah populasi yang ada. 

3) Kepala Subbidang Paminal Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 

1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel 

berdasarkan jumlah populasi yang ada. 

4) Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian 

Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan 

jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. 

5) Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Disiplin Berupa 

Pungutan Liar sebanyak 2 orang, dengan metode random yaitu 

menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, 

yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti. 

 

 

 

                                                 
25

 Ibid., hlm 12. 
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Tabel I.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

 

No Responden Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Kepala Bidang Propam 

Kepolisian Daerah Riau 

1 Orang 1 Orang 100 

2 Kepala Subbidang Provos 

Bidpropam Kepolisian 

Daerah Riau 

1 Orang 1 Orang 100 

3 Kepala Subbidang 

Paminal Bidpropam 

Kepolisian Daerah Riau 

1 Orang 1 Orang 100 

4 Kepala Unit Pemeriksaan 

Subbidang Provos 

Bidpropam Kepolisian 

Daerah Riau 

1 Orang 1 Orang 100 

5 Anggota Kepolisian yang 

melakukan Pelanggaran 

Disiplin Berupa Pungutan 

Liar 

13 Orang 2 Orang 15 

Sumber data : perolehan tahun 2023. 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang 

sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan 

yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan 

yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan 

penelitian. 

c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang 

berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga 

dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal 

ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :  

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, 

karena metode ini di mana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar 

pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. 

c. Kajian kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur- 

literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan penegakan hukum 

terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang mana ini berguna 

untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak 

dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. 

Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir 

induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu 

pernyataan yang bersifat umum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pungutan liar 

berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah belum 

berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan dalam mengungkap 

pelanggaran disiplin terhadap pungutan liar ini susah dibuktikan karena 

masyarakat yang sendiri tidak memberitahukan kepada pihak Propam dan 

anggapan masyarakat sendiri bahwa untuk urusannya agar lebih dipermudah, 

banyaknya pugutan liar ini terjadi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi 

dan pengujian kendaraan bermotor. Propam Kepolisian Daerah Riau ini dalam 

melakukan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin terhadap anggota 

Kepolisian yang melakukan pungutan liar atas dasar tertangkap tangan, 

temuan oleh petugas, laporan Paminal dan laporan masyarakat. 

2. Hambatan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan 

pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Riau adalah: 
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a. Masyarakat tidak mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan 

terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau yang melakukan pungutan liar 

ini. 

b. Tidak adanya sanksi yang tegas yang memberikan efek jera terhadap 

pelanggar. 

c. Tidak adanya sosialisasi terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau dalam 

menjalankan Peraturan dan tidak adanya keinginan dari pelanggar disiplin 

untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik 

Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tersebut. 

3. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anggota 

Kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi 

dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah 

Hukum Kepolisian Daerah Riau adalah: 

a. Masyarakat harus berani membuat laporan pengaduan apabila oknum 

Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menjadi saksi untuk 

memberikan keterangan terhadap anggota Kepolisian Daerah Riau yang 

melakukan pungutan liar ini. 

b. Memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap 

pelanggar disiplin Polri ini. 
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c. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota Kepolisian Daerah Riau 

dalam menjalankan Peraturan tersebut dengan mengadakan seminar-

seminar supaya adanya keinginan dari pelanggar disiplin untuk 

mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan 

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut. 

B. Saran 

1. Perlunya Kepolisian Daerah Riau lebih pro aktif untuk melakukan langkah-

langkah di lapangan untuk mencegah atau memperkecil ruang bagi anggota 

Kepolisian dalam melakukan pungutan liar yang sering bertugas. 

2. Perlunya melakukan komunikasi internal di dalam tubuh Kepolisian dalam 

bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan dan 

melakukan pengawasan terhadap anggota Polri dengan cara mengadakan 

sidak terhadap internal anggota Polri di Kepolisian Daerah Riau guna 

mengetahui kondisi anggotanya apakah terlibat dalam pungutan liar. 

3. Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota Polri untuk 

tidak melanggar disiplin seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi 

dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut. 
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